BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan pengujian Kabupaten Gorontalo dan Kota Gorontalo
ditemukan bahwa untuk Kabupaten Gorontalo, potensi pertumbuhan pajak
penerangan jalan berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pajak
daerah tahun 2010-2014, hal ini karena adanya keselaran perkembangan
antara potensi pertumbuhan pajak penerangan jalan dengan efektivitas
pajak daerah.Sedangkan untuk Kota Gorontalo, potensi pertumbuhan
pajak penerangan jalan tidak berpengaruh signifikan terhadap efektivitas
pajak daerah periode 2010-2014. Hal ini karena perkembangan potensi
pajak penerangan jalan tidak diikuti dengan perkembangan efektivitas

pajak daerah.

5.2 Saran
Adapun saran yang disajikan peneliti dengan melihat hasil
penelitian yang ditemukan yakni sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Kota Gorontalo sebaiknya terus meningkatkan
pengawasan bagi petugas yang melakukan pengutan pajak terutama
dalam hal pajak penerangan jalan yang cenderung kurang efektif.

2. Sebaiknya Pemerintah Kabupaten dan Kota Gorontalo tidak hanya

berfokus pada penerimaan pajak yang berasal dari pajak penerangan
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jalan. Komponen pajak daerah lainnya sangatlah penting diantaranya
pajak hotel dan pajak restoran.

. Bagi peneliti selanjutnya, sebaiknya mengembangkan variabel
penelitian ini dengan menambahkan komponen-komponen lain dari

pajak daerah yang dapat mempengaruhi efektivitas pajak daerah

tersebut.
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